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ABSTRAK

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPU DALAM PERSPEKTIF
ADMINISTRASI DAN ETIKA POLITIK PENYELENGGARA PEMILU
(Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)

Oleh
ASRIANTURI

Peraturan DKPP Rl Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu merupakan landasan pelaksanaan kode etik
penyelenggara pemilu. Pada tahun 2018 terjadi pelanggaran kode etik yang
dilakukan Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian untuk
mengetahui, menganalisa mengapa ada pemberhentian Anggota KPU serta
bagaimana faktor dan motif yang mempengaruhi pemberhentian Anggota KPU
Kabupaten Pringsewu. Tipe penelitian yang digunakan penelitian deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data Keep it brief, menjaga fokus wawancara
dengan strategi validitas menggunakan triangulate. Hasil penelitian bahwa faktor
pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Anggota
KPU merupakan faktor utama yang menjadi alasan pemberhentian teradu/AP,
sifat putusan DKPP bersifat final dan mengikat serta tidak ada motif lain terkait
pemecatan Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan perspektif
administrasi dan etika politik penyelenggara pemilu bahwa pelaksanaan
penyelenggara pemilu didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiludan Peraturan DKPP RI
Nomor 2 Tahun 2017 dengan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan
kredibilitas penyelenggara pemilu. Upaya membangun instansi yang adil tidak
akan terwujud apabila pemilik kewenangan tidak memiliki kepedulian terhadap
kinerja yang dibebankan. Dalam kasus etika penyelenggara pemilu terhadap tugas
dan tanggung jawab merupakan hal mutlak yang harus dijunjung tinggi serta
konsisten dalam pelaksanaan.

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, Etika Politik dan Administrasi,
Penyelenggara Pemilu.



ABSTRACT

TERMINATION OF MEMBERS OF KPU IN THE PERSPECTIVE OF
ELECTION ADMINISTRATION AND POLITICAL ETHICS
(Case Study in Pringsewu Regency)

ASRIANTURI

Election Organizer Ethics Council Regulation Number 2 of 2017 concerning the
Code of Ethics and Code of Conduct for Election Organizers is the basis for
implementing the code of ethics for election organizers. In 2018 there was a
violation of the code of ethics by members of the Pringsewu Regency General
Elections Commission. The purpose of the study was to find out, analyze why
there was a dismissal of Regency General Elections Commission members and
how the factors and motives influenced the dismissal of General Elections
Commission members in Pringsewu Regency. The type of research used is
descriptive qualitative research. Keep it brief data collection technique, keeping
the focus of the interview with a validity strategy using triangulate. The results
showed that the violation of the code of ethics in carrying out the duties and
authorities as a General Elections Commission Member was the main factor that
became the reason for the dismissal of the defendant/AP, the nature of the
Election Organizer Ethics Council decision was final and binding and there were
no other motives related to the dismissal of the Pringsewu Regency General
Elections Commission Member. Based on the administrative perspective and
political ethics of election organizers that the implementation of election
management is based on Law Number 8 of 2012, Law Number 7 of 2017
concerning Elections and Election Organizer Ethics Council Regulation Number 2
of 2017 by maintaining the integrity, honor, independence, and credibility of
election organizers . Efforts to build a fair institution will not be realized if the
owner of the authority does not have concern for the performance charged. In the
case of the ethics of election administrators, their duties and responsibilities are
absolute things that must be upheld and consistent in their implementation.

Keywords: Code of Ethics Violation, Political and Administrative Ethics,
Election Organizers.



Judul Tesis : PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPU DALAM
PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN ETIKA
POLITIK PENYELENGGARA PEMILU
(Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)

Nama Mahasiswa : Asrianturi

No. Pokok Mahasiswa : 1926021021

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
MENYETUJUI

(/)

1. Komisi Pembimbing

Arizka Wargandgara, Ph.D.
NIP 19810620 200604 1 003

Dr. Robi Ca
NIP 19780430 200501 1 002

1,

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., MAA. . X0

Penguji Utama  : Dr. Syarief Makhya

Sekretaris . Arizka Warganegara, Ph.D.

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Juni 2022



PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1.

I

Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar
akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan
Tinggi lain.

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penclitian saya sendiri tanpa

bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan
dicantumkan dalam daftar pustaka.

- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang
berlaku di Universitas Lampung,

1,
- Bandar Lampung, 1 Juli 2022

E ' Yang Membuat Pernyataan,
:
E«- ML‘F
3595EAIX799056736
3 Asrianturi

NPM.1926021021



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17Januari
1986, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara
pasangan Idham (Alm) dan Megawati dengan satu kakak
bernama Ingga Arasyi, S.H serta dua adik bernama Dafiq
Serunting, S.E dan Zakia Soliha, A.Md. Penulis telah
berkeluarga, suami bernama Muhammad Amilton, S.H dan

telah dikaruniai 4 orang putra dan putri yang bernama Muhammad Briliant
Pradana Aston, Muhammad Arsenio Aston, serta si kembar Aisyah Zhafira Aston

dan Muhammad Zhio Aston.

Penulis menempuh pendidikan formalnya di TK Al-azhar 4 Way Halim tahun
1991-1992, SD Negeri 4 Sukarame tahun 1992-1998, SLTP Al-azhar 3 Way
Halim tahun 1998-2001 dan SMU Gajah Mada Bandar Lampung tahun 2001-
2004. Kemudian pada tahun 2004-2008 mengambil Sarjana Strata 1 di Fakultas
Hukum Universitas Lampung.Pada akhir tahun 2010 Penulis diterima sebagai
Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Pringsewu pada Bagian Hukum. Pada bulan Agustus tahun 2019
Penulis menerima Beasiswa penuh untuk melaksanakan tugas belajar dari KPU RI

dengan konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Universitas Lampung.



PERSEMBAHAN

Ranya kecilhu ini bupersembalban wntuk:
1. Almankum Papilu tersayang yang selaluada
mendoakan setiap langhathu wntuk
keberkasdlanku. .
8. Bapak (HHm.) & Vbu tenoayang as cinta &
4. Suamiba tevcinta Mukammad rémilton, S. %,
(e adalak suami yang sempurnna dan tenbadk
mendoakan disetiat langhbakbu)
5. Reempat snakku tercinta:
Rakak Biant, Hang rhoen, rbyuk Zhafina

dan sdek Zhio

Selatu jadi inspinasi & motivater torbaik Umi
Love you sayany

6. Tnotitusitbu : Romési Pemilitan Umum

. rlmamaterks : Universitas Lampung



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(Qs. Al Bagarah 286)



SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunianya penulis dapat
meyelesaikan tesis dengan judul “Pemberhentian Anggota KPU Dalam
Perspektif Administrasi Dan Etika Politik Penyelenggara Pemilu (Studi
Kasus di Kabupaten Pringsewu)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister IImu Pemerintahan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini
penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Lampung;

3. lbu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas IImu Sosial dan IImu
Politik (FISIP) Universitas Lampung;

4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Iimu
Pemerintahan FISIP Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A., selaku Pembimbing Utama yang telah
memberikan bimbingan, saran dan masukannya dalam penyusunan tesis ini;

6. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku Pembimbing Pendamping yang
telah memberikan bimbingan, saran dan masukannya dalam proses
penyusunan tesis ini;

7. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dosen Pembahas atas kesediaannya
memberikan bimbingan dan masukan-masukannya;

8. Kepada semua narasumber dariKetua dan Anggota KPU Provinsi lampung
beserta jajarannya, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pringsewu beserta
teman-teman Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu, TPD Provinsi Lampung
sekaligusAnggota Bawaslu Provinsi Lampung, Akademisi/Pakar Kepemiluan

yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini;



9. Seluruh dosen pengajar dan akademik di Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik
Universitas Lampung khususnya Program Studi Magister lImu Pemerintahan;

10. Suamiku tercinta Muhammad Amilton, S.H atas bantuan, dukungan, doa dan
cintanya kasih sayangnya; keempat anakku tersayang Kakak Biant, Abang
Arsen, Si kembar Ayuk Zhafira dan Adek Zhio yang selalu menjadi
penyemangat Umi; Mami dan Papi (Alm.) serta kakak Ingga, adik Dafig dan
adik Zakia yang selalu membantu, mendukung, mendoakan keberhasilanku;
Bapak (Alm.), Ibu mertua serta mbak iparku tersayang mbak Virgin yang
selalu membantu, mendukung, mendoakan sampai selesainya tesis ini;

11. M. Tio Aliansyah, S.H., M.H Anggota Komisioner KPU Provinsi Lampung,
Dr. Nanang Trenggono, M.Si Ketua KPU Provinsi Lampung Periode 2013-
2018, A. Ingga Arasyi, S.H. Kasubbag Hukum Provinsi Lampung, Sofyan
Akbar Budiman, M.Pd Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, A. Andoyo, S.Sos.,
M.Ti Ketua KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019, Lola Oktaviona,
S.H., M.H Kasubbag Hukum Kabupaten Pringsewu, Iskardo P. Panggar,
S.H., M.H Anggota TPD sekaligus BAWASLU Provinsi Lampung, dan Dr.
Yusdiyanto, S.H., M.H Pengamat Hukum yang telah bersedia diwawancarai
dan dimintai pendapatnya;

12. Sahabat-sahabat terbaik Tata Kelola Pemilu Batch V tahun 2019 ASN KPU
dan BAWASLU: mbak Mauli, Dini, mbak Narita, mbak Reti, mbak Runi,
Alfarabi, bang Taufik, Wahir, bang Mansur, pak Pimpinan Ma’sum, semoga
sukses untuk kita semua dan tetap dijaga silaturahimnya;

13. Sahabat-sahabat MIP Konsentrasi Otonomi dan Politik Daerah dan
Manajemen Pemerintahan FISIP Universitas Lampung angkatan 2019: Ulfa
yang sudah banyak membantu, Fajar, Kadek, Tiyas dan yang lainnya tanpa
terkecuali;

14. Anita Siregar, mbak Garmien, bang Cecep kakak tingkat yang selalu
membantu dan dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan tesis ini;

15. Okti Wulandari sebagai pegawai KPU Kabupaten Pringsewu yang sangat

membantu informasi dan data-data dalam penyelesaian tesis ini;



16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis
yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Bandar Lampung, 1 Juli 2022
Peneliti,

Asrianturi



DAFTAR ISI

DAFTAR IS oottt [
DAFTAR TABEL ..ottt iii
DAFTAR GAMBAR ...ttt bbb iv
DAFTAR SINGKATAN ..ottt snenneas %
I PENDAHULUAN . ..ottt 1
1.1 Latar BelaKang ......cccocveiiiieiieie e 1
1.2 Rumusan Masalah ..o 8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.............c.ccoovevieiieii i 8
I TINJAUAN PUSTAKA ..ottt 10
2.1 Penelitian TerdahulU...........ccooviiiiiii s 10
2.2 EtIKA POILIK ..o s 14
2.3 DemokrasiDan PemilU .........cccccovieiriieiiee e 19
2.3.1  DefiniSi DEMOKIASI .....c.ecveiiieiiiieieie et 19
2.3.2  Definisi PEMilU .......cccooiiiiiiiic e 20
2.3.3  Hubungan Demokrasi dan Pemilu ...........ccocooiiiiiiiniini 21

2.4  Kode Etik Penyelenggara PEMilu..........cccoooiiiiiiiie i 23
2.4.1  PengertianKode EtikPenyelenggara Pemilu ..........cccccceevvevieiennn, 23
2.4.2  Tujuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu .........cccccooviiiiniicinnnnnn 25

2.5 Pelanggaran Administrasi Pemilu ..........ccccocoiiiiiiiiiie e 26
2.6 Kerangka PiKir.........ccooiiiiiiii e 28
Il METODE PENELITIAN ..ottt 29
3.1 Metode Penelitian.........cccoiveieiiieiiee e 29
3.2 LOKaSI PENEIITIAN ......coviieiecieee et 31
3.3 Pemilihan InfOrman ..o 31
34 SUMDEE DALA ......eiuieiieieieie et 32
3.5 Teknik Pengumpulan Data ..........cccevviieiieiiiie e 33

3.6 Reliabilitas dan Validitas Data .........coooveeeeeeeeee, 34



3.7 Teknik AnaliSis Data........ccccoveriiiiiiieie e 36
IV. PENYELENGGARA PEMILU DI KABUPATEN PRINGSEWU..... 39
4.1  Penyelenggara PEMilU .......ccccccoiiieiiiii i 39
4.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PringSewu...........cccccevevenvnennnen 41
4.2.1  Profil Kabupaten PringSEWU .........ccccovevieiiieiieie e 41
4.2.2  Mekanisme Rekrutmen Komisioner KPUD Kabupaten Pringsewu 41
4.2.3  SETUKLUI OFQANISAST ..c.veviviieiiieiieieieie st 43

4.3  Bawaslu Kabupaten PriNgSEWU ..........ccceeiveiiiiieieee e 45
4.4  Pemberhentian Anggota KPU PringSeWU .........cccevveveiienieiiiesee e, 47

V. FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA

KPU KABUPATEN PRINGSEWU.........cocooiiiieiese e 50
5.1  Deskripsi Kasus Pelanggaran Kode Etik oleh Teradu/AP ..................... 50
5.1.1 Integritas Penyelenggara Pemilu..........ccccoooiviiiiiiiicie i, 54
5.1.2  Profesionalitas Penyelenggara Pemilu...........ccccooviiiiiiiiiiinnne 56
5.1.3  Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu ............cccccoevveieiiieieeiecnnenn, 58
5.2 Pelanggaran Kode EtiK...........cccccoivviiiiiiiiciicc e 61
5.2.1  Perspektif pelanggaran etika politiK............ccccooviiiininniciin 65
5.2.2  Perspektif pelanggaran administrasi ...........ccccceevvvvieneiencnenennn 65
5.3  Faktor dan Motif Penyebab Pelanggaran Kode EtiK.............ccccovevvenneee. 68
5.4 PemMDBDANASAN ......oiiiiiiieiecie e 75
5.4.1  Analisis Faktor dan Motif Pemberhentian Anggota KPU................ 75

5.4.2  Analisis Administrasi dan Etika Politik Penyelenggaraan Pemilu . 78

VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....ooiiiiiteee e 89
6.1 KeSIMPUIAN......coiiiie e 89
B.2  SAFAN ..ottt 89

DAFTAR PUSTAKA ..ttt st a e enneenae s 91

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Studi Kasus Putusan DKKP Pelanggaran Kode Etik.............cc.cccoeeenn. 4
Tabel 1.2 Hasil Kajian Penelitian.............cccccooveiieii i, 5
Tabel 3.1 Informan Penelitian...........ccoov e 31
Tabel 4.1 Data Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 ........... 47

Tabel 5.1 Faktor Penyebab Pelanggran Kode EtiK ..........ccccoooiviiineniiiiiicen, 71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian............ccccovoeviiineinnennnnn,
Gambar 4.1 Kategori Pelanggaran di Luar Tahapan Pilkada 2018

Halaman



DAFTAR SINGKATAN

ACE : Administrasion and Cost of Election

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ASN : Aparatur Sipil Negara

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum

DCT : Daftar Calon Tetap

DIPA KPU : Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan
Umum

DK KPU : Dewan Kehormatan Komis Pemilihan Umum

DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

DKPP RI : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPT : Daftar Pemilih Tetap

IDEA . Institute for Development and Economic Analysis

LPP : Lembaga Penyelenggara Pemilu

KEPP : Kode Etik Penyelenggara Pemilu

KIP : Komisi Independen Pemilihan

KPU : Komisi Pemilihan Umum

KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah

KPU RI : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara

KPPSLN : Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Luar Negeri

LPP : Lembaga Penyelenggara Pemilu

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilu



Panwaslu LN
PAW
Pemilu
PPID
PPLN
PPK
PPS
SDM
Timsel
TPD
TPS
TRC
uu
uuD
UUD RI

Vi

: Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri

: Pergantian Antar Waktu

: Pemilihan Umum

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
: Panitia Pemilihan Luar Negeri

: Pantia Pemilihan Kecamatan

: Panitia Pemungutan Suara

: Sumber Daya Manusia

: Tim Seleksi

: Tim Pemeriksa Daerah

: Tempat Pemungutan Suara

: Tim Reaksi Cepat

: Undang-Undang

: Undang-Undang Dasar

: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan salah satu pilar
utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat pemilu sekaligus
merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Dalam Pasal 22 E ayat
(2) UUD RI Tahun 1945 mengatakan Pemilu diselenggarakan untuk memilih
Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

Akbar, A. 2019: 4 Pemilu yang demokratis merupakan suatu cara untuk
menyatakan diri sebagai Negara demokrasi karena suatu Negara dikatakan
demokratis apabila memenuhi dua asas pokok pemerintahan demokrasi yaitu
dengan adanya pengakuan hak asasi manusia dan adanya partisipasi rakyat dalam
pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang demokratis. Secara
teoritis pemilihan umum merupakan sebuah tahapan paling awal dari berbagai
rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu
merupakan motor penggerak sistem politik demokrasi. Pemilihan umum
merupakan suatu keharusan bagi suatu Negara yang menamakan dirinya sebagai
negara demokrasi.

Mirza Sahputra, Husni Jalil 2015: 74 bila kita mengacu pada UUD RI Tahun
1945 maka pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu KPU namun bila kita
lihat dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu maka bukan hanya KPU saja yang
berperan dalam penyelenggaraan pemilu tapi juga termasuk Bawaslu dan DKPP
yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Ramlan Surbakti 2015: 11 Indonesia dalam proses penyelenggaraan pemilu
terdapat tugas-tugas dari penyelenggara pemilu yakni: Pertama, pembentukan
peraturan pelaksanaan pemilu (election regulation) sebagai peraturan pelaksanaan
dari UU Pemilu (election law). KPU mempunyai tugas membuat peraturan
pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai dengan perintah UU. Kedua, semua

badan penyelenggara pemilu di dunia ini bertugas membuat perencanaan tahapan,
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program, jadwal penyelenggara pemilu, anggaran, dan logistik pemilu. Ketiga,
Pendaftaran dan/atau pemutahiran daftar pemilih. Keempat, Pendaftaran dan
penetapan Peserta Pemilu (partai politik, calon yang diajukan partai ataupun calon
independen). Kelima, Pembentukan daerah pemilihan Anggota DPR, DPD/Senat,
dan DPRD. Keenam, Penegakan ketentuan administrasi pemilu.

Nurrahmawati 2017: 28 menjelaskan menciptakan pemilu yang baik tentu
diperlukan penyelenggara pemilu yang berintegritas, penyelenggara pemilu yang
berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan,
akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur
terciptanya pemilu demokratis. Peserta pemilu merupakan bagian dari partai
politik dan publik, mengutip sebagamaina yang disebutkan ACE (Administrasion
and Cost of Election) sebagai salah satu pemantau/pengawas yang menjamin
terlaksananya pemilu yang berintegritas di Negara Amerika. Beberapa prinsip
dalam ACE yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, yaitu:
“Pertama, Menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demoktaris; Kedua, Kode
etik, integritas pemilu juga bergantung pada perilaku etis para penyelenggara
pemilu, kandidat, partai dan semua peserta dalam proses pemilu; Ketiga,
Profesionalisme dan akurasi, pemilu yang berintegritas sering diasumsikan berasal
dari praktik pemilu yang jujur; Keempat, Perlindungan terhadap lembaga
penyelenggara pemilu. Untuk menjamin adanya pemilu yang berintegritas, ada
baiknya jika lembaga penyelenggara pemilu berdiri sendiri dan mandiri dalam
melaksanakan proses pemilu; Kelima, Pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi
dari pengawasan dan kerangka hukum adalah supaya penyelenggara dan peserta
pemilu bertanggung jawab terhadap proses pemilu; Keenam, Transparan dan
akuntabel, transparansi penyelenggara dalam memberikan informasi kepada
publik tentang semua proses pemilu adalah salah satu upaya dalam mewujudkan
pemilu yang berintegritas”.

Pentingnya penyelenggara pemilu yang berintegritas di Indonesia tentunya
berdasarkan sejarah perhelatan pemilu di Indonesia yang telah melaksanakan

beberapa kali pemilu. Mengacu pada proses yang berlangsung masih terdapat
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banyak catatan atas pelaksanaan pemilu yang berlangsung. Dua hal yang menjadi
problem rendahnya integritas pemilu disebabkan antara lain oleh dua hal yang
mendasar yaitu integritas penyelenggara pemilu dan integritas peserta pemilu. Hal
ini terlihat dari proses pelaksanaan pemilu yang tidak dilandasi dengan prinsip-
prinsip pemilu (jujur, demokratis, dan adil). Upaya untuk melakukan penataan
integritas penyelenggara pemilu, maka lahirnya kode etik dan kelembagaan etik
sebagai penyelenggara pemilu mutlak harus ada dalam menjaga integritas,
kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Dunia penyelenggaraan
pemilihan umum di Indonesia melahirkan warna yang baru dengan di
berlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu dan
dengan adanya DKPP yang independen dan permanen, munculnya DKPP bermula
dari pembentukan DK-KPU. DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan
dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan
atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh penyelenggara pemilu. Tugas seperti itu berbeda dengan yang terjadi dalam
sistem peradilan pidana misalnya, dalam sistem peradilan pidana penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh badan-badan terpisah Topo Santoso
Didik Supryanto, 2004: 86.

Pentahapan jalannya peradilan etik menurut hukum terhadap penyelenggara
pemilu semuanya, yaitu tahap-tahap penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan
dan akhirnya penjatuhan putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP.
Pelaksanaan Putusan DKPP sebagai peradilan ethics menurut hukum dapat
dipaksakandan karena itu pada bagian Kepala Putusan DKPP harus mengikuti
prinsip dasar Putusan Pengadilan pada umumnya yaitu ada irah-irah; untuk itu
telah ditetapkan bahwa irah-irah dimaksud, yaitu: demi keadilan dankehormatan
penyelenggara pemilu. Pelaksanaan Putusan DKPP dalam kewajibannya
memberikan keadilan diberi bentuk “tindak lanjut” Putusan DKPP menjadi
wewenang pihak terkait, yang dimaksud dengan “pihak terkait”, antara lain pihak
yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan penyelenggara
pemilu Undang-Undang RI, 2011.
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Sejumlah kewajiban diemban oleh DKPP seperti menerapkan prinsip
menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; menegakkan
kaidah atau norrna etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu; bersikap netral,
pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; serta
menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti. Banyak
Anggota penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap
dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya oleh
karena itu, penegakan kode etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap
pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan kode etik, sekaligus
menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar kode etik Miriam
Budiarjo dkk., 2014: 23.

Tabel 1.1 Studi Kasus Putusan DKKP Pelanggaran Kode Etik

Hasil
No Kajian No Putusan DKPP Fokus Isi Putusan
Penelitian
1. Lalu Kukuh Hasil kajian menjelaskan fungsi dan
Sekartadi, Kasus Putusan DKKP tugas DKPP yang  memiliki
2015 o . kewenangan mutlak dalam
Provinsi Jawa Timur menyelesaikan masalah dan
NO.74/DKPP-PKE- y .
memutuskan pelanggaran kode etik
11/2013 .
yang dilakukan  penyelenggara
pemilu.
2. Nurul Hasil penelitian Putusan Nomor
Huda, 2019 33/PKEDKPP/111/2019 DKPP, yang
menjatuhkan sanksi pemberhentian
. secara tetap kepada Teradu sudah
Putusan Pemilu tepat, sesuai dengan kewenangan
(DKPP) Nomor: 33- DpKP’ID dalam ) men elesaigan
PKE-DKPP/I11/2019 Y
pelanggaran  kode etik  yang
tentang  Pelanggaran ; .
i berwenang memeriksa, mengadili
Kode  Etik  oleh
dan memutus, perbuatan Teradu
Anggota KPU Kota . . .
Yogyakarta digolongkan §ebaga| tindakan
Broken or Breaking of the laws, dan
dikualifikasikan sebagai pelanggaran
berat.
3. Riko Putusan DKPP RI Hasil kajian ini berfokus pada faktor

Akbar, Nomor: 294-PKE- netralitas yang menjadi faktor utama
2020 DKPP/1X/2019tentang yang menjadi alasan utama Anggota
Pelanggaran Kode DKPP menjatuhkan saksi
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Etik oleh KPU Kota pemberhentian Anggota Lembaga
Bukit Tinggi Penyelanggara Pemilu selain faktor
imprealitas dan kasus suap.

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Data DKPP menunjukkan dari 490 pengaduan selama 2018 terdapat 280
perkara yang disidangkan dan diputus. Ada 280 perkara yang disidangkan itu
melibatkan 812 orang sebab dalam satu perkara terdapat beberapa orang yang
dikaitkan, dari 812 orang itu, 348 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis, 355
direhabilitasi. Kemudian 79 orang Anggota KPU diberhentikan secara tetap, dan
15 orang diberhentikan dari jabatan Ketua, 9 orang diberhentikan secara
sementara dan 6 orang lainnya diputus dengan format ketetapan. Hal ini dapat
membuktikan bahwa pelanggaran kode etik menjadi penyebab tertinggi
pemberhentian Anggota penyelenggara pemilu Eva Safitri, 2018: 1.

Dari banyaknya kasus pemberhentian Anggota KPU beberapa kajian
diberhentikan karena pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara
pemilu seperti beberapa penelitian yang dijelaskan pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Hasil Kajian Penelitian

No Penelitian Hasil Kajian Penelitian

1 Muhammad  Hasil Penelitian tentang Pelanggaran Kode Etik Anggota
Rizal, 2021  KIP Aceh Besar, akibat hukum dari Putusan DKPP Nomor
133-PKE-DKPP/V1/2019,  Putusan  tersebut telah
memberhentikan Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh
Besar telah menyalahi aturan atau setidak-tidaknya telah
melanggar syarat formil dan materil yang melatarbelakangi
lahirnya sebuah putusan. Akibat dari putusan tersebut juga
telah mendapat perhatian publik karena berkaitan erat
dengan tercapainya pelaksanaan pemilu yang baik dan
berintegritas.

2 Reza Dalam perkara Pilkada Musi Banyuasin dengan
Oktavian, pelanggaran kode etik Anggota KPU tersebut kemudian
2017 DKPP memutuskan perkara tersebut yang terangkum

dalam putusan DKPP Nomor 199/DKPP-PKE-111/2014
dan Nomor 200/DKPP-PKE-I11/2014 tanggal 10
September 2014. Keputusan DKPP yang bersifat mengikat
ini memberhentikan para Teradu dari kedudukannya
sebagai Komisioner penyelenggara pemilu. DKPP
merupakan satu-satunya badan yang diharapkan dapat
menjaga martabat dan kualitas dari pemilu itu sendiri
melalui kewenangannya untuk menegakkan kode etik dari




penyelenggara pemilu, dan penelitian ini menunjukkan
bahwa DKPP dapat bekerja menjaga marwah demokrasi
dalam pemilu legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin
Sumatera Selatan

3 Lalu Kukuh  Tentang kewenangan putusan DKPP Jawa Timur Putusan
Sekartadi, = No0.74/DKPP-PKE-11/2013,dalam kasus Pemilukada Jawa
2015 Timur dapat dikatakan bahwa putusan DKPP adalah
putusan yang tidak sesuai dengan fungsi dan
wewenangnya (out of authority), inilah yang merupakan
salah satu putusan yang sangat kontroversial, disatu sisi
kekuatan dari putusan DKPP sangatlah kuat karena bersifat
final dan mengikat

4 Fani Denis  Hasil penelitian tentang kajian yuridis pertimbangan
Andreas dkk., hukum DKPP Pemecatan Anggota KIP Putusan DKPP
2013 Nomor  04/KE-DKPP/VIII/2012  Kabupaten  Aceh
Tenggara. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 adalah
sudah sesuai secara prosedural. Sesuai ketentuan UU
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu,
memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan
menjaga kemandirian, integritas dan  kredibilitas
penyelenggara pemilu. Selanjutnya, secara lebih Spesifik
lagi, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan
memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran
kode etik yang dilakukan Anggota KPU, Anggota
Bawaslu, dan jajaran dibawahnya

5 Zasha Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah telah
Natasya, mengetahui bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan
2014 oleh Sawal sebagai salah satu Anggota KPU Kota Palopo

merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
sehingga secara hukum DKPP berhak dan berwenang
untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu dari
penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan
kewenangan DKPP telah dilaksanakan sesuai UU Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sumber : Data diolah peneliti

Dari beberapa kajian penelitian yang telah dilakukan DKPP memiliki tugas
dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas dan
kredibilitas penyelenggara pemilu sesuai amanah UU No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum pada Pasal 159 angka (2) huruf d menyatakan DKPP memiliki
kewenangan untuk memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu merupakan sebuah landasan pelaksanaan kode
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etik bagi penyelenggara pemilu. Peraturan tersebut berisi prinsip-prinsip kode etik
yang wajib dipatuhi oleh setiap penyelenggara pemilu sebagai pemberhentian
penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan peradilan etik belum mempunyai
batasan terhadap etik itu sendiri dapat dilihat dari putusan DKPP terkait dengan
penyelenggara pemilu.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu Anggota KPU
Kabupaten Pringsewu mendapatkan surat peringatan Ketua KPU Provinsi
Lampung Nomor 746/SDM.12.3-SP/18/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 mengenai
Pemberian Sanksi Teguran Tertulis berupa Peringatan Keras atas tidak
dilaksanakannya tugas dan kewajiban Teradu/AP sebagai Anggota KPU
Kabupaten Pringsewu pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur Lampung
Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Nasional Tahun 2019.

KPU Provinsi Lampung melalui Berita Acara Rapat Pleno Nomor
506/SDM.13-BA/18/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Klarifikasi dan
Pembinaan Kinerja Anggota KPU Kabupaten Pringsewu a.n Teradu/AP,
mengidentifikasi Teradu/AP, bahwa Teradu/AP tidak melaksanakan tugas dan
kewajibannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019
sehingga DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu/AP,
selaku Anggota KPU Kabupaten Pringsewu dengan Surat Putusan Nomor
306/DKPP-PKE-VI11/2018.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini akan mengkaji
Pemberhentian Anggota KPU Dalam Perspektif Administrasi dan Etika Politik
Penyelenggara Pemilu, yang dimaksud dengan perspektif administrasi yang dapat
diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Dalam perspektif administrasi pelanggaran yang dilakukan oleh
Anggota KPU Kabupaten Pringsewu sehingga di jatuhi hukuman pemberhentian
tetap dikarenakan yang bersangkutan tidak menjalankan tugas dan tanggung
jawab sebagai Anggota KPU. Sebagai contoh tidak di menghadiri rapat-rapat yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu, sering tidak hadir dalam Kantor, serta
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beberapa pelanggaran administrasi lainya yang memperberat sanksi oleh DKPP
sehingga diberhentikan secara tetap.

Sementara yang dimaksud dalam perspektif etika politik, manusia memiliki
dimensi politis. Dimensi politis manusia, dapat dikaji dari tiga hal. Pertama,
manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, manusia dengan dimensi kesosialannya.
Ketiga, dimensi politis kehidupan manusia. Pelanggaran kode etik adalah
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang
berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan
ditetapkan olen KPU. Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian,
integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan
kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam perspektif etika politik sebagai Anggota
KPU yang di sumpah dan mendapat amanat untuk mengemban tugas Negara
dalam rangka pemilihan pemimpin yang berkualitas setidaknya para Anggota
KPU yang menjadi penggerak kedisiplinan, kejujran, keadilan dan menjunjung
tinggi norma-norma yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara.Ketidak
disiplinan yang dilakukan Anggota KPU menciderai moral Anggota KPU sebagai

penyelenggara demokrasi disebuah wilayah.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengapa ada pemberhentian Anggota KPU di Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana faktor dan motif yang mempengaruhi pemberhentian Anggota
KPU Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor serta motif yang mempengaruhi
pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu.
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pemberhentian tersebut sesuai

dengan perspektif administrasi dan etika politik penyelenggara pemilu.

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan kontribusi positif
dalam tata kelola pemerintahan serta memberikan pengetahuan apa faktor dan
motif pemecatan Anggota KPU di tinjau dari perspektif administrasi pemilu dan
etikapolitik penyelenggara pemilu mengenai dasar pengambilan keputusan

pemberhentian Anggota KPU berdasarkan pelanggaraan kode etik.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada bab ketentuan
umum pasall ayat (5) dan ayat (22) menyebutkan bahwa : “Penyelenggara Pemilu
adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU dan
Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih
Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh
rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis”.
“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya disingkat DKPP adalah
lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu”.

Janwar Hippy (2016) Hasil kajian penelitian yang dilakukan terhadap
pelanggaran kode etik Bawaslu Provinsi Gorontalo yaitu dapat mengetahui dan
menganalisis tentang Kelembagaan DKPP sebagai Peradilan Etika Penyelenggara
Pemilu; dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar DKPP menggunakan Asas
Ultra Petita dalam memutus Bawaslu Provinsi Gorontalo. Penelitian ini tergolong
dalam penelitian normatif dengan pendekatan historis, komparatif, peraturan
perundang-undangan, dan konseptual.Bahan dihimpun lewat studi dokumen,
kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil Penelitian Hippy 2016: 2
menunjukan bahwa DKPP menerapkan asas ultra petita dalam perkara
pelanggaran kode etik Bawaslu Provinsi Gorontalo adalah dikarenakan hilangnya
sinergitas, integritas serta profesionalisme dari penyelenggara pemilu di Provinsi
Gorontalo. Akan tetapi, DKPP bukanlah merupakan lembaga peradilan etik hanya
merupakan lembaga etik. Sehingganya penggunaan asas ultra petita oleh DKPP
dalam memutus kasus manapun merupakan tindakan yang sudah tidak sesuai
dengan amanat UU.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Wahyono 2016: 100 pelaksanaan

kewenangan DKPP dalam pelanggaran kode etik dalam pemilihan legislatif
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Kabupaten Cianjur tahun 2014 untuk mengetahui proses penyelesaian secara
hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota penyelenggara pemilu di
Kabupaten Cianjur berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggra
Pemilu. Dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan DKPP telah
dilaksanakan sesuai UU No0.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Penegakan Kode etik oleh DKPP terhadap Anggota KPU Kabupaten Cianjur
sesuai dengan peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilu, vyaitu sanksi pemberhentian tetap karena terbukti
melakukan penggelembungan suara terhadap salah satu calon Anggota Legislatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Aidinil Zetra, dkk. 2017: 20 hasil wawancara
terhadap lima orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan oleh KPU
Provinsi Sumatera Barat, tergambar bahwa ada kejadian-kejadian khusus atau
peristiwa awal yang melatarbelakangi Anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan
pelanggaran kode etik, seperti kesalahan distribusi surat suara, pelaksanaan
pemungutan suara ulang yang tidak dilakukan dan pelaksanaan kampanye rapat
umum yang ricuh. Dalam menghadapi kejadian-kejadian khusus ini, Anggota
KPU Kabupaten/Kota berhadapan dengan berbagai pilihan sikap, tindakan dan
keputusan. Dalam pengambilan sikap, tindakan, dan keputusan tersebut, Anggota
KPU Kabupaten/Kota memilih tindakan berdasarkan pengetahuan kepemiluan dan
motivasi-motivasi rasional lainnya. Motivasi-motivasi tersebut merupakan
motivasi yang hanya ada dalam pemikiran Anggota KPU Kabupaten/Kota. Hal ini
menandakan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
tidak sengaja melakukan pelanggaran kode etik namun ada peristiwa-peristiwa
khusus yang penanganannya berhadapan dengan prinsip penyelenggara pemilu
atau kode etik penyelenggara pemilu.

Kajian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaefudin dan Kadi
Sukarna 2019: 104 tentang Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP vyaitu
memerintahkan KPU untuk segera melakukan Peninjauan Kembali untuk
mengembalikan hak konstitusional Rojikin, telah mengakibatkan diloloskannya
Rojikin sebagai Calon-Calon Anggota DPRD Kota Semarang Jawa Tengah oleh
KPU. DKPP telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan UU Nomor 15
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Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran
pemilu yang dilakukan oleh Abdoel Kholig yang merupakan salah satu Anggota
KPU Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan Nasrul Huda Nurul Huda, 2019 menganalisis
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemberhentian tetap terhadap R.
Moeh Nufrianto Aris Munandar, serta pelanggaran kode etik yang berdimensi
pidana dapat diputus secara langsung oleh DKPP. Hasil penelitian dan
pembahasan menunjukan bahwa Putusan Nomor 33/PKE-DKPP/111/2019 DKPP
yang menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tetap kepada Teradu sudah tepat,
sesuai dengan kewenangan DKPP dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik
yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, perbuatan teradu
digolongkan sebagai tindakan Broken or Breaking of the laws, dan
dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat dengan ancaman pemberhentian tetap.
Selain itu DKPP dapat memutus perkara yang berdimensi tindak pidana sesuai
dengan Pasal 159 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara
Pemilu dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Beracara Kode Etik.

Calvin 2019: 69-70 hasil Penelitian yang dilakukan tentang penetapan
pemberhentian Anggota Bawaslu Kota Batam DKPP sebagai penengakan dari
kode etik penyelenggara pemilu, menangani dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu, berdasarkan laporan pengaduan masuk ke DKPP Pada
awal tahun 2019 DKPP RI memberhentikan Anggota Bawaslu Kota Batam
dengan Surat keputusan perkara itu bernomor 280/DKPP-PKE-VI11/2018 dan
281/DKPP-PKE-VI11/2018. Setelah melakukan pemeriksaan Saudara Suryadi
Prabu terbukti melanggar kode etik, Saudara Suryadi Prabu diketahui melanggar
kode etik karena meminta sumbangan kepada setiap Anggota Panwaslu se-
Kecamatan Kota Batam.

Sulastri 2020: 77-78 melakukan kajian tentang Urgensi Putusan DKPP
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-
DPP/X/2019 dan Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT) dilihat dari

permasalahan hukum yang terjadi didalam penyelenggara pemilu, masih banyak
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pintu celah penyelesaian sengketa pemilu, baik sengketa berupa Pidana,
Administrasi, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Mengurai dari kasus yang
melibatkan Evi Novida Ginting Manik dapat dikatakan bahwa Putusan DKPP
seolah tidak berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa. Dengan ditetapkannya
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, Putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPD/X/2019 tidak
memiliki status yang jelas, selain itu juga tidak ada akibat hukum yang timbul dari
adanya putusan DKPP tersebut.

Riko Akbar Sulastri, 2020 dalam penelitian Hasil penelitian 1) Putusan DKPP
R1 Nomor: 294-PKE-DKPP/1X/2019 kurang tepat karena Teradu | s.d Teradu IlI
telah melaksanakan tugasnya secara jujur, mandiri, adil dan akuntable dan kurang
tepat dikatakan melakukan pelanggaran etika ataupun pedoman tingkah laku
berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Duduk perkara dalam
putusan tersebut menggambarkan yang terjadi adalah persoalan teknis
administrasi dan masalah internal partai yang seharusnya diselesaikan oleh partai
yang bersangkutan. 2) DKPP dalam Putusan DKPP RI Nomor: 294-PKE-
DKPP/IX/2019 kurang tepat dalam mempertimbangkan bahwa Teradu | s.d
Teradu V tidak mengakui dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Partai PAN
Nomor: 009/PHPP/MP.PAN/VI1/2018, karena hal itu merupakan permasalahan
internal  partai. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu tidak
mempertimbangkan secara layak jawaban dari teradu. Sementara itu pertimbangan
terhadap jawaban teradu yang sibuk dengan tahapan pencalonan hingga
melalaikan upaya klarifikasi ke KPU RI merupakan pertimbangan yang sudah
pantas dilakukan oleh DKPP RI.

Dari kajian penelitian yang telah dilakukan diatas berfokus pada kewenangan
DKPP dalam memberikan sanksi teguran tetulis dan pemecatan terhadap
penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU. DKPP merupakan satu-satunya
lembaga kode etik di Indonesia yang memiliki putusan bersifat final dan
mengikat. Desain DKPP apabila ditilik ke belakang sebenarnya untuk mengatasi
kelemahan pembentukan Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud UU No. 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Di dalam UU No.22 Tahun 2007,
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Dewan Kehormatan dibentuk berdasarkan Rapat Pleno KPU, KPU Provinsi, dan
Bawaslu.

Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh salah satu Anggota KPU Kabupaten Pringsewu mendapatkan surat
peringatan Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 746/SDM.12.3-SP/18/\//2018
tanggal 24 Mei 2018 mengenai Pemberian Sanksi Teguran Tertulis berupa
peringatan keras atas tidak dilaksanakannya tugas dan kewajiban Teradu/AP,
sebagai Anggota KPU Kabupaten Pringsewu pada pelaksanaan tahapan Pemilihan
Gubernur Lampung Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Nasional Tahun 2019.
DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu/AP, selaku
Anggota KPU Kabupaten Pringsewu dengan Surat Putusan Nomor 306/DKPP-
PKE-V11/2018. Hasil putusan ini akan menjadi kajian penelitian dengan fokus
pada tema Pemberhentian Anggota KPU Teradu/AP Dalam Perspektif
Administrasi dan Etika Politik Pemilu Penyelenggara Pemilu.

2.2 Etika Politik

Suparman Mannuhung 2018: 29-30 Etika adalah ilmu tentang apa yang baik
dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaqg); kumpulan
asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlag; nilai mengenai nilai benar dan
salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah suatu ilmu yang
membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral
tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab
berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Muzakki 2018: 128-130 Etika merupakan aturan mengenai tingkah laku
manusia, baik menyangkut perorangan, Kkeluarga, tetangga, sampai pada
kehidupan komunitas bangsa. Sedangkan menurut Ramlan Subakti mengatakan
bahwa sekurang-kurangnya ada 5 pandangan mengenai politik. Pertama,
pandangan klasik yang mengatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga
negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik
secara kelembagaan adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan

negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai kekuasaan diartikan sebagai
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segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan
dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai fungsionalisme adalah kegiatan yang
berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik
sebagai konflik, yaitu kegiatan mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan umum untuk mendapat atau mempertahankan nilai-nilai.

Vera Vogelsang-Coombs, 2016: 43 menjelaskan bahwa pemahaman moral
tanpa pertimbangan politik sama berbahayanya dengan pertimbangan politik tanpa
pemahaman moral. Baik pemahaman moral dan pertimbangan politik adalah
diperlukan dalam pelayanan publik bagi pelayan publik untuk menegakkan etika
dan moral kepemimpinan dan politik yang kuat diperlukan untuk
mempertahankan dan memelihara politik konstitusional.

Etika politik merupakan hal yang penting karena, menyangkut tata cara dalam
tindakan politik. Etika politik sangat dibutuhkan untuk memelihara keharmonisan
dalam pergaulan politik. Suatu tindakan politik yang tidak etis akan mengganggu
keharmonisan politik. Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan
subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait
erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa
pengertian ‘moral’ senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika.
Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban
lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai
manusia.Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun
negara, etika politik tetap meletakan dasar fundamental manusia sebagai manusia.
Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa
didasarkan pada hakekat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya
Bertolomes Bolong, 2018: 139-140. Vera Vogelsang-Coombs 2016: 82 senada
berpendapat bahwa etika politik bukan untuk memberi ideologi demokrasi tertentu
tetapi untuk memberi mereka alat konseptual untuk mencerminkan keyakinan
moral sehari-hari yang terdiri dari intuisi akal sehat mereka tentang perilaku yang
baik dan buruk.

Paul Ricoeur filsuf berkebangsaan Perancis, mengatakan etika politik

(demokrasi) tidak hanya menyangkut perilaku individual, tetapi terkait dengan
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tindakan kolektif dalam arti etika sosial. Dalam etika individual, kalau seseorang
mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkannya dalam tindakan.
Sedangkan dalam etika politik (demokrasi), yang merupakan etika sosial,
seseorang untuk dapat mewujudkan pandangannya dibutuhkan persetujuan dari
sebanyak mungkin warga negara karena menyangkut tindakan kolektif Iskandar
Zulkarnain, 2020: 69-71. Vera Vogelsang-Coombs, 2016: 22 menambahkan
bahwa sisi etika dari etika politik pelayanan publik berlabuh pada moralitas publik
dan privat dari masyarakat yang pluralis. Moralitas berfungsi pada tingkat
individu untuk menentukan cara hidup publik dan pribadi seseorang. Moralitas
merupakan keyakinan seseorang tentang perilaku yang benar atau salah,
berdasarkan pendidikan individu; komitmen agama, etnis, dan sosialnya; dan hati
nuraninya.

Definisi etika politik membantu menganalisa korelasi antara tindakan
individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya
korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi
hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Pengertian
etika politik dalam perspektif Ricoeur dalam Andi Mattingaragau Tenrigau
Suparman Mannuhung, 2018 mengandung tiga tuntutan,

a)Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, pada tingkat ini etika

politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau
warganegara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas,
menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk
kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi,
politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang
mempunyai keutamaan-keutamaan moral.

b)Upaya memperluas lingkup kebebasan, pengertian kebebasan yang terakhir

ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi
pelaksanaan kongkret kebebassan atau disebut demokratic liberties:
kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan

mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.
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¢)Membangun institusi-institusi yang adil, institusi-institusi yang adil
memungkinkan  perwujudan  kebebasan  dengan  menghindarkan

warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar
kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan
1) Asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum
yang berlaku,
2) Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis), dan
3) Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan

dengannya (legitimasi moral).

Dennis F Thompson dalam Political Ethics and Public Office yang
dialihbahasakan menjadi Etika Politik Pejabat Negara, setidak-tidaknya ada tiga
pendekatan untuk mengetahui etika legislatif Anggota Dewan Nur Rohim Yunus,
2018: 261265, yaitu;

1) Etika minimalis Etika ini memerintahkan pelarangan beberapa tindakan

yang buruk, semisal korupsi, dengan membuat aturan internal objektif
yang berlaku bagi Anggota Dewan. Contoh penerapan etika minimalis di
tubuh dewan adalah dibentuknya aturan tata tertib dan kode etik yang
diterbitkan di internal parlemen serta dibentuknya sebuah badan
kehormatan.

2) Etika fungsionalis Thompson mencatat, etika fungsionalis menawarkan
basis fungsional bagi para legislator. Etika tersebut mendefinisikan tugas
bagi Anggota Dewan dalam lingkup fungsi mereka sebagai wakil rakyat.
Anggota Dewan harus memahami mengapa mereka dipilih dan untuk apa
mereka duduk di kursi dewan perwakilan. Bila hal ini tidak dipahami
dengan baik, maka menjadi Anggota Legislatif lebih diartikan sebagai
suatu pekerjaan dan mata pencarian. Tak heran bila kemudian banyak
calon Anggota Legislatif yang mengalami gangguan jiwa karena
mengalami kegagalan dalam pemilihan umum. Seharusnya Anggota

Dewan mampu menempatkan diri bahwa menjadi legislator adalah
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amanah, bukan pekerjaan. Jika ditempatkan sebagai pekerjaan, tentunya
mereka akan bekerja kepada siapa saja yang mampu membayar tinggi.
Akibatnya, mudah sekali uang korupsi yang berupa sumbangan, bantuan,
atau lainnya yang masuk ke kantong Anggota Dewan.

3) Etika rasionalis fondasi rasional menyadarkan para legislator bahwa
mereka harus bertugas pada prinsip-prinsip hakiki politik, seperti keadilan,
kebebasan, atau kebaikan bersama (bonum commune). Berdasarkan
pendekatan etika rasionalis, maka Anggota Legislatif dilarang melakukan
tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum, baik atas nama
kepentingan pribadi, golongan, maupun partainya. Saat Anggota Dewan
telah duduk di kursi parlemen, maka atasan mereka bukan lagi partai,

bukan pula petinggi partai, melainkan rakyat dan konstituen

Menurut Aristoteles, etika dan politik sangat berhubungan satu dengan yang
lain. Letak hubungannya dapat disimak, dari cara bagaimana Aristoteles
mengembangkan teori politiknya (politics) dengan berangkat dari prinsip etikanya
(Nicomachean Ethics). Jadi, bagi Aristoteles politik dan etika bukan hanya
berhubungan satu dengan yang lain, melainkan terutama politik mengandaikan
etika, dan etika mengalami pencetusan kesempurnaannya dalam politik. Dalam
pandangan Aristoteles, hubungan etika dan politik dapat disimak dengan
gamblang dan tegas dari kalimat pertama (pembuka) buku etika, Nicomachean
Ethics, mengatakan beberapa hal prinsipil atas etika Aristoteles. Etika Aristoteles
adalah etika kebaikan, artinya dia menggariskan bahwa setiap aktivitas memiliki
tujuan mengejar kebaikan. Dan apa pun aktivitas itu pastilah mengejar beberapa
kebaikan. Maka, kebaikan adalah “itu yang dituju alau itu yang dikejar. “Titik
tolak Aristoteles yang mengedepankan telos (tujuan) ini dapat dipandang sebagai
cikal bakal teleologisme etika. Berdasarkan penjelasan skematis tersebut, etika
dan politik dalam Aristoteles sangat berhubungan. Hubungannya dalam realitas
bahwa etika adalah pendasaran dari politik atau politik menemukan dasar
kodratinya pada etika. Dengan kata lain, dalam Aristoteles ada jembatan di antara
politik dan etika Robi Cahyadi Kurniawan, 2021: 44-50.
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Etika politik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi
pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam berpolitik. Tiga pendekatan untuk
mengetahui etika legislatif Anggota Dewan yaitu; Etika minimalis, Etika
fungsionalis, dan Etika rasionalis.Hubungan etika-politik menurut Aristoteles
adalah sebagai jembatan untuk mencapai tujuan yang baik. Sedangkan menurut
menurut Machiaveli terdapat jurang dalam etika-politik karena politik berkaitan
erat dengan Negara. Menurut Hobbes segala kegiatan manusia yang mengandung
norma maka disana terdapat etika, termasuk dalam politik Robi Cahyadi
Kurniawan, 2021.

Pendidikan etika sangat penting bagi pejabat atau penyelenggara
negara.Menurut Vera Vogelsang-Coombs 2016: 5 bahwa peraturan etika
komprehensif pada Undang-Undang etika bahkan memasukkan semua pejabat
terpilih daerah, serta pelobi dan vendor, dan mengamanatkan pelatihan etika
tahunan untuk mereka semua. Selain itu, peraturan ini mengharuskan vendor
untuk berpartisipasi dalam pelatihan pengadaan dan menetapkan kebijakan
pelaporan pelanggaran etik yang lebih ketat daripada negara. Jika pejabat terpilih
mengabaikan aturan etika, maka stabilitas pemerintahan perwakilan mereka dalam
bahaya. Pasalnya, warga merasa dikhianati.

Dalam cara etika Amerika, konsumsi etika yang mencolok mengikuti momen
etika. Konsumsi etika yang mencolok dirancang untuk mengembalikan
kepercayaan publik pada pemerintah yang tercemar. Seperti di Kabupaten
Cuyahoga, konsumsi etika melibatkan penerapan kode etik, kebijakan, dan
prosedur; pembentukan petugas etika dan lembaga penegak etika; pelaksanaan
audit etika kerja, pelatihan, dan program pendidikan; dan pemasangan hotline

etika (whistleblower).

2.3 DemokrasiDan Pemilu
2.3.1 Definisi Demokrasi

Secara umum dapat dikatakan demokrasi adalah suatu sistem yang
merupakan lawan teokrasi. Dalam sistem teokrasi, Tuhan adalah pusat dan
patokan dari segala aktifitas yang berkaitan dengan politik. Manusia adalah wakil
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atau aparat yang melaksanakan keputusan atau Tuhan dibumi. Manusia tidak
mempunyai hak membuat hukum.Penguasa, lazimnya para raja, mendapat mandat
atau dipilih oleh tuhan.Rakyat kebanyakan tidak punya hak menentukan siapa
yang memerintah mereka. Paham inilah yang lazim dipakai di Eropa pada zaman
kegelapan. Sementara itu, dalam sistem demokrasi yang menentukan pemerintah
adalah rakyat. Pandangan ini muncul dan diaplikasikan pada masa Yunani purba
sebagaimana yang digambarkan oleh pujangga-pujangga mereka seperti
Aristoteles dan Plato. Pada masa renaisans, pola demokrasi Yunani dimunculkan
lagi.Filsuf masa renaisans dan pencerahan seperti Machiavelli, VVoltaire, Rousseau
dan Locke menekankan bahwa yang berkuasa pada prinsipnya adalah rakyat dan
bukannya Tuhan. Kekuasaan mereka kemudian ditransformasikan pada
pemerintah melalui suatu sistem pemilihan. Jadi pemerintah mendapat mayoritas
dukungan rakyat melalui pemilihan adalah pemerintah yang absah dan memiliki
legitimasi yang kuat.

Demokrasi dapat berupa demokrasi langsung, hak politik yang utama adalah
hak warga negara berpartisipasi dalam perdebatan dan pengambilan keputusan di
majelis umum. Dalam demokrasi tidak langsung, pembentukan kehendak Negara,
yaitu norma umum, dilakukan dalam dua tahap; pertama, pemilihan Parlemen dan
Kepala Negara; dan kedua, pembentukan norma umum atau UU baik oleh
Parlemen sendiri atau bekerjasama dengan Kepala Negara. Jadi hak politik utama
dalam demokrasi tidak langsung adalah pemungutan suara (voting) yaitu hak
warga berpartisipasi dalam pemilihan Parlemen, Kepala Negara, dan organ

pembuat hukum lain.

2.3.2 Definisi Pemilu

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-
waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan
daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak
tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan
Miriam Budiardjo, 2008: 53.
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Definisi pemilihan umum menurut para ahli:

a. A.S.S Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas
kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan
daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian
hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan
pemerintahan.

b. M. Rusli Karim, “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk
menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi
sebagai alat menyegatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai
tujuan demokrasi”.

c. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pemilu adalah salah satu hak asasi warga
Negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah
suatu keharusan Pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas
bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada
rakyat untuk menentukannya, oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat
mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

d. Parulian Donald, Pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi.
Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi
demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu tetapi bagaimanapun pemilu
memiliki arti yang sangat penting bagi proses dinamika Negara Miriam
Budiardjo, 2008.

2.3.3 Hubungan Demokrasi dan Pemilu

Terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara pemerintahan oleh
rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh rakyat itu sendiri dimana
keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat
yang sama, hanya mungkin terjadi pada Negara yang sangat kecil, baik dari sisi
luas wilayah maupun jumlah penduduk. Demokrasi perwakilan adalah bentuk
demokrasi yang dibuat untuk dapat dijalankan dalam jangka waktu yang lama dan
mencakup wilayah yang luas. Dalam rangka demokrasi perwakilan, fungsi
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pemerintah dialihkan dari warga negara kepada organ-organ Negara. Menurut
John Locke, walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada organ Negara,
masyarakat sebagai kesatuan politik masih dapat menyampaikan aspirasi dan
tuntutan. Untuk membentuksebuah masyarakat politik, dibuatlah UU atau hukum
sehingga perlu dibuat Badan atau Lembaga pembuat UU yang dipilih dan
dibentuk oleh rakyat Titik Triwulan Tutik, 2010: 132-145.

Pada titik inilah berjalannya demokrasi perwakilan menghendaki adanya
pemilu. Pemilu setidaknya merupakanmekanisme untuk membentuk organ
Negara, terutama organ pembentuk hukum yang akan menjadi dasar
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Karena itu, pemilu merupakan bagian tak
terpisahkan sekaligus prasyarat demokrasi perwakilan. Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI Tahun 1945 dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya ketentuan mengenai
pemilu dalam UUD 1945 maka:

a. Akan menjamin waktu penyelengara pemilu secara teratur setiap lima

tahun;

b. Lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan

pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tutik Titik Triwulan Tutik, 2010 Mengaitkan pemilu dengan demokrasi
sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan sederhana sehingga ada
yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang
paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai
pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Hal ini tidak ada lagi demokrasi
langsung atau demokrasi yang dilakukan sendiri oleh rakyat seperti pada zaman
polis-polis di Yunani kuno kira-kira 2.500 tahun yang lalu. Di dalam demokrasi
modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau
demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang berarti keikutsertaan rakyat
dalam pemerintah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh

rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu haruslah mencerminkan



23

konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup ditengah-tengah
masyarakat.

Fadjar 2009: 4 Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun
demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum
merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus
diselenggarakan secara demokratis oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara
yang menamakan diri sebagai Negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk
memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik di pusat
maupun daerah. Demokrasi dan pemilu yang demokratis saling merupakan

“gonditio sine qua non”, the one cannot exist without the others.

2.4 Kode Etik Penyelenggara Pemilu
2.4.1 PengertianKode EtikPenyelenggara Pemilu

Kurniawan Robi Cahyadi Kurniawan, 2021 Etika politik mempertanyakan
tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya
sebagai warga negara terhadap negara. Kebaikan sebagai manusia dan kebaikan
sebagai warga negara tidak identik. Identitas sebagai manusia yang baik dan
warga negara yang baik hanya bisa terwujud apabila negara sendiri baik. Jika
negaranya buruk, di mana orang baik sebagai warga negara hidup dalam aturan
negara yang buruk, maka orang tadi menjadi buruk sebagai manusia. Demikian
pula, dalam negara buruk, manusia yang baik sebagai manusia, akan buruk pula
sebagai warga negara karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan buruk negara.
Negara yang ideal dengan warga negara yang ideal adalah suatu negara yang
dapat membahagiakan rakyatnya, didukung oleh individu warga negara yang
secara moral dan etis baik. Dalam perspektif etika politik, manusia memiliki
dimensi politis. Dimensi politis manusia, dapat dikaji dari tiga hal. Pertama,
manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, manusia dengan dimensi kesosialannya.
Ketiga, dimensi politis kehidupan manusia.

Jika dikaitkan dengan etika politik dalam pelayanan publik, Vera
Vogelsang-Coombs (2016: 137) menjelaskan bahwa etika politik dalam pelayanan
publik merupakan salah satu alternatif dalam perbaikan etika khususnya dalam hal
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negosiasi politik. Coombs juga melihat bahwa etika politik dalam pelayanan
publik menawarkan tata kelola pendekatan yang menyeimbangkan
kesinambungan dan perubahan dalam demokrasi khususnya yang ada di Amerika.
Konsep tersebut memberikan ruang dalam proses administrasi Pemilu yang ada di
Indonesia. Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pelanggaran yang
meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak
pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sedangkan
berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran
administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap
tahapan Pemilu. Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan UU
Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan dari rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan berdasarkan UU Nomor
7 Tahun 2017, pelanggaran administrasi pemilu penyelesaiannya dilakukan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dimungkinkan
untuk menggunakan kerangka teoritis Vera Vogelsang-Coombs (2016: 23) yang
membingkai etika politik menjadi 3 bagian yaitu, pertanyaan, ide atau gagasan
dan institusi. Hal ini yang kemudian diterjemahkan kedalam 3 proses yang
meliputi, the ethical inquiry of career public servants , great political ideas
of the american constitutional system , dan the political institutions of democratic
public service . The ethical inquiry of career public servants menjelaskan bahwa
proses demokrasi yang bersifat normatif dan memberikan pelayanan kepada
publik, individu tersebut harus melakukan lebih dari sekadar mematuhi kode etik
formal atau puas menerima perintah pejabat atau atasan politik mereka atau
hukum. Selanjutnya, great political ideas menjelaskan bahwa pelayanan publik
membutuhkan pegawai publik karir untuk memutuskan mengapa dan bagaimana

UU tertentu relevan dengan kasus dan situasi tertentu dalam lingkup mereka. Dan
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tahap terakhir the political institutions of democratic public service membingkai
terkait, pegawai publik karir harus mempertanggungjawabkan pilihan politik
substantive mereka dengan menggunakan pembenaran yang berpusat pada
kepentingan publik yang diambil.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
faktor serta motif yang mempengaruhi pemberhentian Anggota KPU Kabupaten
Pringsewu dalam perspektif administrasi dan etika politik penyelenggara pemilu
berdasarkan telaah terkait Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tersebut
Pertama, yaitu untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan
kredibilitas (ethics) penyelenggara pemilu (demokrasi). Selanjutnya berdasarkan
pertimbangan pertama dimaksud serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157
ayat (1) UU Pemilu, sebagai pertimbangan kedua maka DKPP perlu menetapkan
Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Adapun rumusan dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pemilu tersebut, yaitu DKPP
menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan
kredibilitas Anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN,
KPPSLN serta Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas
TPS.

2.4.2 Tujuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Menurut Surbakti, dkk., (2011), kode etik penyelenggara pemilu diperlukan
karena maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara
pemilu (KPU dan jajarannya dan Bawaslu dan jajarannya). Pelanggaran kode etik
ini, menurut Surbakti, dkk., (2011: 9) termasuk sengketa hukum dan pelangggaran
pemilu jenis keempat. “Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu”, kata Surbakti,
dkk*“dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu
(tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran
administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5)

perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya”.
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Menurut Ramlan Surbakti, dkk (2011: 19) definisi pelanggaran kode etik
adalah “pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara
pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan
tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang
diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU”. Kode etik adalah untuk menjaga
kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,
yang di atas disebut sebagai pemurnian nilai bagi kelembagaan penyelenggara
pemilu dapat dijumpai dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP RI No. 2
Tahun 2017 tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2017 oleh
Harjono selaku Ketua DKPP RI. Pada saat Peraturan Dewan itu mulai berlaku,
Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun
2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Hanya saja dalam Ketentuan Peralihan Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017
ditegaskan bahwa terhadap Pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan
DKPP itu diundangkan, tetap diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Bersama
KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun
2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

2.5 Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pengertian mengenai Pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan Pasal 253
UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah
pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu, sedangkan berdasarkan Pasal 460 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pelanggaran
adminstratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap
tahapan pemilu. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan UU
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Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan dari rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan berdasarkan UU Nomor
7 Tahun 2017, pelanggaran administrasi pemilu penyelesaiannya dilakukan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Syarat pemberhentian
Anggota penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu sendiri telah diatur
dalam Pasal 37 dan Pasal 135 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang
diatur dalam pasal yang berbeda namun mempunyai pengertian yang sama yaitu
dapat diberhentikan antarwaktu karena: Pertama, Meninggal dunia; Kedua,
Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima; Ketiga, Berhalangan
tetap lainnya; Keempat, Diberhentikan dengan tidak hormat. Adapun yang dapat
dijadikan alasan penyelenggara pemilu dapat diberhentikan dengan tidak hormat
sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (4) Pasal 37 dan 135 huruf (b) UU Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu melanggar kode etik Undang-Undang R,
2011.

Adil 2020: 63 pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap
tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak
pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Marsela
Marissaha Adil, 2020. Surbakti dkk 2011: 15 Pelanggaran administrasi pemilu
juga dapat didefinisikan pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang bukan
merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur
dalam Peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut UU Pemilu tentu saja
bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik
dalam UU Pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU vyang bersifat
mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari UU Pemilu.

Surbakti Kris Nugroho Ramlan Surbakti, 2015 Sengketa hukum dan
pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: (1) pelanggaran
pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3)

pelanggaran administrasi  pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara
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pemilu; (5) perselisinan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum

lainnya”.

2.6 Kerangka Pikir

Pada penulisan ini, penulis akan mengkaji dengan menggunakan konsep-
konsep yang relevan terhadap permasalahan yang akan dibahas terutama hal-hal
yang terkait dengan kewenangan DKPP dan putusan DKKP Nomor: 306/DKPP-
PKE-VI11/2018. Berkaitan dengan hal ini, konsep yang penulis pergunakan untuk
membedah permasalahan pada penulisan ini adalah konsep Pelanggaran
Administrasi Pemilu dan Etika Politik. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir dalam

penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

.

Konsep Etika Politik Konsep Pelanggaran
- Vera Vogelsang-Coombs
- Paul Ricoeur [ Administrasi pemilu UU
- FThompson No.7 Tahun 2017
Kode Etik UU No.7

Tahun 2017
Peraturan DKPP No.03 Tahun 2017

Pelenggaran Pidana Pemilu

- Pelanggaran Administrasi
Pemilu

- Pelanggaran Sengketa
Pemilu

- Pelanggaran Kode Eiik
Pemilu

- Perselisihan

- Sengketz Hukum Lainnya

Pemberhentian Anggota KPU

1. Perspektif Administrasi
2. Fiika Politik

Analisis Hasil Putusan

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



I11. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,
pemikiran, orang secara individual atau kelompok Naan Syaodih Sukmadinata,

2005: 60. Sebagaimana diungkapkan oleh John W. Creswell:

“Qualitative research is a means for exploring and understanding the
meaning individual or ascribe to a social or human problem. The process of
research involves emerging question and procedures, data typically collected
in the participant’s setting, data analysis inductively building from particular
to general theme, and the researcher making interpretations of the meaning
of data” (Jhon W. Creswell, 2009:4). Penelitian kualitatif adalah sebuah
penelitian yang menyelidiki dan memahami makna individu atau
mengatribusikan masalah manusia atau sosial, proses dalam penelitian ini
melibatkan pertanyaan yang muncul dan cara kerjanya, biasanya data
dikumpulkan dalam lingkungan partisipan, secara induktif analisis data
dibangun dari tema yang spesifik ke arah yang umum dan peneliti membuat
tafsiran terhadap esensi datanya.”

Pemilihan metode kualitatif ini dilakukan karena dianggap paling tepat untuk
mendeskripsikan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu dalam
perspektif administrasi dan politik pemilu. Pada latar belakang permasalahan di
Bab | telah dijelaskan bahwa kasus ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang
seperti analisa terhadap pelanggaran kode etik Anggota KPU ditinjau dari
pelanggaran Administrasi Pemilu dan Etika Politik Penyelenggara Pemilu
sebagaimana hendak dilakukan dalam penelitian ini.

Karakteristik kasus seperti ini yang kemudian menjadikannya lebih tepat
untuk diteliti dengan pendekatan kualitatif karena metode kualitatif
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi banyak hal yang terkait dengan

kasus ini untuk membangun pemahaman yang lebih menyeluruh.



30

John W Creswell, 2009: 3 menjelaskan bahwa antara penelitian kualitatif
dengan kuantitatif sesungguhnya tidak perlu dianggap sebagai dua hal yang sangat
bertentangan, namun harus disesuaikan dengan karakteristik dari permasalahan
dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Penelitian kualitatif menghasilkan
penjelasan dalam bentuk kalimat-kalimat pernyataan dan dapat mengarah ke
hipotesis yang terbuka, sementara penelitian kuantitatif menghasilkan data angka
yang menjawab hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih untuk
menganalisis kasus Pemberhentian Anggota KPU Teradu/AP Dalam Perspektif
administrasi dan Etika Politik Penyelenggara Pemilu karena dianggap mampu
memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dari fenomena-fenomena yang
terjadi secara holistik. Hal ini sejalan dengan Menurut Moh Nasir, 1998: 54
metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut: “Metode penelitian deskriptif
merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,
suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada
masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Data dalam penelitian ini baik berupa data primer maupun sekunder
sebagaimana akan dirincikan pada Sub Bab 3.4 dibawah digunakan untuk
menyusun deskripsi menyeluruh mengenai Putusan DKPP Nomor 306/DKPP-
PKE-VI11/2018 ditinjau dari Perspektif Administrasi Dan Politik Pemilu. Dari hasil
putusan tersebut selanjutnya dideskrpsikan dengan analisa terhadap pelanggaran
kode etik Anggota KPU Teradu/AP ditinjau dari pelanggaran Administrasi Pemilu
dan Etika Politik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan. Pemilihan metode
kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk dapat mengeksplorasi data dan
mengembangkan penelitian secara lebih fleksibel dibandingkan metode penelitian

lainnya.
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3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam
penelitian ini, penelitian dilakukan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung

dimana telah terjadi pemberhentian terhadap Anggota KPU Teradu/AP.

3.3 Pemilihan Informan
Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive

sampling.Sugiyono, 2017: 85 menjelaskan bahwa :

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut
yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia
sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau
situasi sosial yang diteliti. Dengan kata lain, pemilihan informan dilakukan
secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan
berdasarkan tujuan penelitian”.

(Hagan, 2006) dalam Howard Lune Bruce Lawrence Berg, 2012: 54
menggunakan istilah judgemental sampling karena penilaian peneliti berperan
besar terhadap pemilihan informan dengan metode ini. Menurutnya yang diartikan
penulis ke dalam Bahasa Indonesia:

“Dalam proses pra penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan investigasi
terhadap pihak-pihak terkait untuk menentukan informan yang mewakili
atribut/jabatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ataupun yang dianggap
mewakili sekelompok orang yang terlibat di dalam masalah tersebut”.

Pada tabel di bawah ini akan disajikan daftar informan yang dipilih
berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai
berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No Informan Kode/ Alasan Memilih Informan
Nama
1. Ketua KPU Provinsi Nanang Informan  sebagai Pengadu
Lampung Trenggono  bertujuan untuk mengetahui hal-
hal apa saja yang dilaporkan ke
DKPP.

2. Anggoa KPU Provinsi M. Tio Informan Devisi Hukum dan
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Lampung Aliansyah Pengawasan, Wawancara
bertujuan untuk mengetahui hal-
hal yang dilakukan KPU Provinsi
Lampung mengenai keputusan
pelanggaran kode etik DKPP.

3. Ketua KPU Kabupaten Andreas Jabatan sebagai Ketua
Pringsewu Periode Andoyo menjadikan informan
2014-2019 bertanggungjawab akan

pelaksanaan keseluruhan kegiatan
KPU di Kabupaten Pringsewu.

4. Anggota KPU Sofyan Informan mengetahui
Kabupaten Pringsewu Akbar pelanggaran kode etik yang
Periode 2014-2019 Budiman dilakukan terdakwa.

5. Kasubbag Hukum Lola Informan mengetahui
sekaligus PIt. Sekretaris Oktaviona  mekanisme penanganan
KPU Kabupaten pelanggaran Anggota KPU.
Pringsewu

6. Anggota TPD sekaligus Iskardo P. Jabatan sebagai TPD
BAWASLU  Provinsi Panggar menjadikan informan
Lampung bertanggungjawab menjalankan

satu kewenangan DKPP vyaitu
memeriksa adanya  dugaan
pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh jajaran KPU dan

Bawaslu.
7. Pengamant Hukum Yusdianto =~ Wawancara bertujuan untuk
Universitas Lampung mendapatkan tanggapan dan

penjelasan mengenai keputusan
pelanggaran kode etik DKPP.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Luthifah Muh Fitrah, 2018: 75 mengatakan bahwa
sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data kualitatif
lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan
yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data
tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan
kerangka kerja awal. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai
berikut :
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1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data Sugiyono, 2015: 225. Sumber data primer didapatkan melalui
kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi
ataupengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa
catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang
diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Provinsi Lampung, Anggota KPU
Provinsi Lampung, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pringsewu, Anggota
Bawaslu sekaligus Tim Pemeriksa Daerah, PIt. Sekretaris KPU Kabupaten
Pringsewu, Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Pringsewu dan Pengamat Hukum
Unila.
2. Data Sekunder

Sugiyono, 2015 mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui
orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk
mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan
pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang
diadakan oleh KPU Kabupaten Pringsewu dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
datayang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan Sugiyono,
2015. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara
terhadap informan. Dari tabel informan diatas maka diketahui bahwa informasi
yang dikehendaki dari masing-masing informan adalah berbeda. Meskipun
terdapat kesamaan topik, namun terdapat aspek-aspek tertentu yang akan
ditekankan secara berbeda bagi setiap informan. Berdasarkan kebutuhan akan
eksplorasi tersebut, maka dalam penelitian ini tipe wawancara yang digunakan

adalah wawancara yang semi terstruktur (semi-structured interview).



34

Fylan (2005:65) menyatakan, yang diterjemahkan penulis ke dalam Bahasa
Indonesia, bahwa dalam semi-structured interview peneliti sudah mengetahui
informasi apa yang hendak digali sehingga telah menyiapkan daftar pertanyaan,
namun tidak menutup kemungkinan terhadap adanya variasi substansi tergantung
dari siapa informan yang sedang diwawancarai. Tipe wawancara ini dianggap
sesuai bagi penelitian ini karena peneliti adanya perbedaan sudut pandang yang
hendak digali dari permasalahan penelitian dimana semi-structured interview
memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk mengeksplorasi kontradiksi yang

mungkin timbul dari masing-masing informan.

Panduan dalam melakukan semi-structured interview menurut Fylan
(2005:68) yang diterjemahkan penulis ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai
berikut :

1. Keep it brief, menjaga fokus wawancara dengan memberikan pertanyaan yang
singkat namun dengan cakupan yang luas;

2. Differentiate the processes you are interested in, memberikan batasan-batasan
tema bagi masing-masing informan untuk menggali variasi sudut pandang;

3. Ensure the question order is logical, memastikan pertanyaan diberikan dalam
urutan yang logis;

4. Develop series of prompts, menyiapkan alternatif pertanyaan atau kalimat lain
yang dapat memancing informasi sebagai solusi apabila informan kesulitan
menjawab pertanyaan;

5. Know the schedule, menguasai daftar dan fokus pertanyaan dengan matang
sehingga wawancara dapat berlangsung alami tanpa tergantung transkrip.

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan
mengumpulkan data sekunder seperti laporan dan lain sebagainya sebagaimana

dirincikan pada Sub Bab 3.4 di atas sebagai bahan analisis.

3.6 Reliabilitas dan Validitas Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini haruslah tepat dan valid. Untuk
menjamin ketepatan/kehandalan data, John W Creswell, 2009: 190 menyarankan

beberapa prosedur untuk memastikan reliabilitas data sebagai berikut :
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Memeriksa transkrip untuk memastikan tidak ada kesalahan pada proses
pembuatan transkripsi;

Memastikan keselarasan definisi dan makna dari kode-kode dalam proses
coding;

Pada penelitian tim, kode-kode tersebut harus didiskusikan bersama dalam
pertemuan rutin sharing analisis;

Melakukan referensi silang dan membandingkan kode-kode dari peneliti lain

untuk pengembangan.

Reliabilitas data ini kemudian harus ditunjang dengan validitas dari data yang

dikumpulkan tersebut. (Creswell2009:191) menyatakan bahwa validitas dalam

penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah

akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.

Validitas dalam penelitian kualitatif dapat disebut pula dengan trustworthiness,

authenticity, dan credibility. Lebih lanjut (Creswell 2009:191) menjelaskan ada

delapan strategi validitas atau keabsahan data sebagai berikut :

1.

Triangulate, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berbeda
untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Validitas penelitian
akan didapatkan dari data-data yang dibangun dari tema-tema tersebut;
Member checking, yaitu suatu bentuk wawancara tindak lanjut untuk
mengetahui akurasi hasil penelitian;

Use rich, thick description to covey the findings, membuat deskripsi yang kaya
dan padat tentang hasil penelitian dengan menggambarkan setting penelitian
dan eksplorasi pengalaman partisipan;

Clarify the bias the researcher brings to the study, peneliti mungkin saja
membawa bias ke dalam penelitian. Peneliti harus melakukan refleksi diri
sehingga akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur;

Also present negative or discrepant information that runs counter to the
theme, peneliti harus dapat memberikan informasi yang berbeda bahkan

negatif untuk memberikan sudut pandang yang berbeda;
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6. Spend prolonged time in the field, dengan menghabiskan waktu yang lebih
lama di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti diharapkan
dapat memahami lebih detail mengenai lokasi dan orang-orang dalam
penelitian;

7. Use peer debriefing to enhance the accuracy of the account, peneliti dapat
menggunakan per-group dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan
keakuratan hasil penelitian dengan menelaah interpretasi dari peneliti lain;

8. Use external auditor to review the entire project, menggunakan jasa seorang

auditor keseluruhan proyek penelitian.

Pada penelitian ini, strategi yang digunakan untuk memastikan validitas data
adalah strategi yang pertama yaitu melakukan triangulasi data dengan
mengumpulkan data melalui 3 (tiga) kelompok sumber dengan perspektif yang
berbeda untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dari sudut pandang
ketiganya dan sehingga dapat ditarik benang merah yang menjustifikasi data

penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data
Matthew B. Miles, A. Michael Huberman 2014: 136 menyatakan bahwa

analisis data terdiri dari tiga tahapan kegiatan yaitu :

1. Data Condensation
Kegiatan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas dan
mentransformasi data dari transkrip, dokumen, ataupun bukti empiris lainnya
menjadi data olahan yang sudah siap dianalisis.

2. Data Display
Menyajikan atau menampilkan data yang telah dipadatkan dalam tahapan
sebelumnya dalam bentuk yang teratur dan ringkas sehingga mudah
dimengerti dan membantu proses pengambilan kesimpulan.

3. Drawing and Verifying Conclusion
Merupakan pengambilan dan verifikasi keputusan. Dari awal tahap
pengumpulan data, peneliti sebenarnya sudah melakukan interpretasi terhadap

makna data dengan memahami pola, penjelasan, hubungan sebab akibat dan
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pernyataan-pernyataan. Namun pengambilan kesimpulan yang tepat dan jelas
baru dapat dilakukan diakhir ketika semua tahapan pengumpulan dan

pengolahan data telah selesai sepenuhnya.

(Creswell, 2009:175) menjelaskan bahwa proses analisis data dalam
penelitian kualitatif dilakukan secara induktif dimana peneliti membangun pola,
kategori dan tema secara bottom up, dengan pengorganisasian data menjadi unit-
unit informasi yang lebih nyata. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan
akan diseleksi dan dikumpulkan dalam beberapa kategori berdasarkan sumber
data dan informan, kemudian dikelompokkan dalam kelompok tema sesuai
dengan kerangka pikir. Hasil dari data yang telah diolah tersebut kemudian akan
disajikan untuk memulai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil

penelitian.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini secara lebih rinci akan dijabarkan
dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data sekunder sebagaimana dijelaskan Sub Bab 3.4 diatas dikumpulkan untuk
kemudian disortir berdasarkan kategori sebagai berikut:

a. Kategori UU dan Peraturan serta putusan pengadilan sebagai pedoman bagi
penyelenggaraan KPU dalam kerangka normatif;

b. Kategori dokumentasi yang terdiri dari arsip surat menyurat, laporan, dan
berita acara yang kemudian akan diurutkan sesuai dengan kerangka
waktunya agar kronologis disajikan secara runut;

2. Data primer berupa transkrip wawancara dengan informan ditinjau kembali
untuk memastikan bahwa hanya percakapan ataupun tanggapan yang benar-
benar fokus dan berkaitan dengan tema wawancara saja yang digunakan
sebagai bahan analisis data. Transkrip wawancara tersebut juga diolah sesuai
dengan tematik pertanyaan agar dapat disajikan secara sederhana dan ringkas
sehingga mudah dicerna;

3. Data dalam penelitian ini disajikan secara runut sesuai dengan kerangka waktu
kejadian. Penyajian data dengan metode ini bertujuan mendapatkan gambaran

yang jelas mengenai apa yang terjadi pada waktu tertentu dari perspektif
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masing-masing informan. Hal ini akan memudahkan penyajian data dan
menjamin triangulasi data penelitian karena peneliti dapat langsung
membandingkan perbedaan perspektif diantara pihak-pihak yang berkaitan;

4. Setelah semua data sudah disajikan, maka peneliti melakukan verifikasi dengan
memeriksa kembali data tersebut diatas dengan melakukan pembandingan
dengan versi aslinya dan memeriksa detil-detil yang mungkin terlewat seperti
ketepatan nomor dan tanggal surat, dan sebagainya. Peneliti kemudian
melanjutkan proses analisis data dengan menarik kesimpulan dari hasil

penelitian ini.

/ Data Condensation \ / Data Drawing and \

) e _ N\ Verifying Conclusion

1. Menyortir data dengan Data Display Melakukan penafsiran
memilih yang relevan; Menyajikan ~ data dan data yang tersaji
2. Ketegorisasi dan dalam - bentuk teks dengan mencari pola, alur
organisasi data; |$ naratif, tabel ataupun If‘> sebab akibat, serta

3. Menyederhanakan, bagan sesuai dengan menguji makna dengan
abstraksi dan kronologi kejadian. menggunakan  kerangka
transformasi data. \ / pikir yang telah

\ / @etapkan. /

Analisis data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian akan berpedoman

pada teknik validasi data sebagaimana dijelaskan dalam Sub Bab 3.6 tentang
Reliabilitas dan Validitas Data yaitu dengan melakukan triangulasi data. Peneliti
akan melakukan perbandingan terhadap pengelompokan data yang didapat dari
informan dan dokumentasi sehingga didapatkan titik jenuh mengenai deskripsi
faktor-faktor dan motif yang menyebabkan adanya pelanggaran Anggota KPU
Kabupaten Pringsewu.

Data tersebut akan diaplikasikan ke dalam konsep Pemberhentian Anggota
KPU Teradu/AP dalam Perspektif Administrasi dan Etika Politik Penyelenggara
Pemilusebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.1 tentang kerangka pikir
penelitian diatas. Setelah semua tahapan selesai dilakukan, peneliti baru akan
dapatmerumuskan rekomendasi mengenai pelanggaran Anggota KPU yang dapat
diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian serupa di masa yang akan
datang dengan melakukan perbandingan antara konsep dengan hasil penelitian di

lapangan.



IV. PENYELENGGARA PEMILU DI KABUPATEN PRINGSEWU

Pada Bab sebelumnya telah dibahas mengenai metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang tipe penelitian, alasan pemilihan
fokus, jenis dan sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data, dan teknik validasi data. Selanjutnya pada Bab ini peneliti
akan membahas tentang gambaran umum penelitian yaitu objek yang terkait
dengan penelitian seperti lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan
DKPP khususnya KPU Kabupaten Pringsewu yang menjadi lokasi penelitian.
Kemudian hasil salinan DKPP RI dalam kasus pemberhentian Anggota KPU
Kabupaten Pringsewu Teradu/AP dan keterkaitan dengan pelanggaran kode etik
yang menjadi fokus penelitian sehingga tergambarkan secara umum penelitian

yang diuraikan pada bab pembahasan.

4.1 Penyelenggara Pemilu

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada bab
ketentuan umum pasall ayat (5) dan ayat (22) menyebutkan bahwa
“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang
terdiri atas KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu
untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara
langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara
demokratis”. “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat
DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara
pemilu”.

KPU adalah nama yang diberikan UU tentang Pemilu untuk Lembaga
Penyelenggara Pemilu. Dalam pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sendiri, nama lembaga Penyelenggara Pemilu itu tidak diharuskan bernama
KPU. Itu sebabnya dalam rumusan pasal 22E UUD 1945 itu, perkataan KPU

ditulis hukuf kecil. Artinya komisi pemilihan umum yang disebut pasal 22E itu
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bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga
penyelenggara pemilu itu.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi legalitas untuk
berdirinya sebuah lembaga beserta dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya
dalam melaksanakan pemilu. Dalam tulisan ini penulis hanya mengedepankan
beberapa lembaga-lembaga yang memang terkait langsung dengan tulisan seperti
KPU, adapun tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu
berdasarkan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Buku Kedua
Penyelenggara Pemilu Bab 1 KPU Pasal 11 sampai dengan pasal 14. Berikutnya
ada Bawaslu, adapun tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dalam
penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD berdasarkan UU RI Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu Buku Kedua Penyelenggara Pemilu Bab I
Pengawas Pemilu Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu
yaitu pada pasal 93 sampai dengan pasal 96.

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
pemilu.

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Buku Kesatu
Ketentuan Umum Bab | Pengertian Istilah Pasal 1 Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang
bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai faktor
penting dalam kelembagaan penyelenggara pemilu menurut UU Pemilu dalam
perspektif keadilan bermartabat yang penekanannya pada pengawalan nilai-nilai
untuk pemurnian kelembagaan penyelenggara pemilu. Bersama KPU dan
Bawaslu, DKPP berkontribusi menguatkan dalil bahwa pemilu bermartabat juga
bergantung pada kelembagaan penyelenggara pemilu yang bermartabat.

Ketentuan umum UU No.7 Tahun 2017, pasal 1 ayat (2), DKPP menjadi
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (bersama KPU dan Bawaslu) yang
bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tugas,
wewenang dan kewajiban DKPP diatur dalam pasal 159 UU No.7 Tahun 2017,

meliputi:
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Pasal 1 ayat (7) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan,
penyelenggara pemilu adalah lembaga yang terdiri atas KPU, BAWASLU, dan
DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih
Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan bunyi pasal UU
tersebut, kedudukan DKPP menjadi bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan

lembaga penyelenggara pemilu.

4.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
4.2.1 Profil Kabupaten Pringsewu

BPS Kabupaten Pringsewu 2021 Kabupaten Pringsewu merupakan satu dari
15 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 625
KM? Kabupaten Pringsewu terdiri dari 126 Pekon dan 5 Kelurahan yang tersebar
di 9 Kecamatan memiliki semboyan jejama secancanan yang berarti bersama-
sama bergandengan tangan untuk membangun Pringsewu Kabupaten Pringsewu
dibentuk berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2008 yang diresmikan oleh Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Haji Mardianto pada 3 April 2009 dengan
penjabat Bupati Pringsewu pertama Insinyur Haji Masdulhak kemudian
dilanjutkan oleh Insinyur Haji Helmi Mahmud dan Haji Sudarno Edi, yang
mengantarkan kepada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu definitif
pada tanggal 23 November 2011 dilantik Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu
definitif yang ini Haji Sujadi dan H. Haditya Narapati, SCP. Kemudian pada 3
Mei 2017 Haji Sujadi dan Haji Fauzi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati
Pringsewu periode 2017-2022.

4.2.2 Mekanisme Rekrutmen Komisioner KPUD Kabupaten Pringsewu
Menurut Mathis dan Jakson (2001) rekrutmen adalah proses yang
menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu
perusahaan atau organisasi. Proses rekrutmen menurut Munandar (2001)
merupakan suatu proses penerimaan calon tenaga kerja untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kerja pada suatu unit kerja dalam suatu organisasi atau

perusahaan. Kesuksesan rekrutmen menjadi sulit dicapai jika pekerjaan yang akan
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diisi tidak didefenisikan secara jelas. Disamping itu, apakah pekerjaan yang akan
diisi itu pekerjaan yang sudah ada atau termasuk pekerjaan yang baru diciptakan,
persyaratannya harus dirumuskan secara tepat untuk kepentingan pelaksanaan
rekrutmen yang efektif. Dalam hal penyelenggaraan Pemilu, Proses
rekrutmen/seleksi selalu menjadi sorotan publik. Proses seleksi merupakan
representasi dari penyelenggaraan pemilu dan demokrasi itu sendiri, karena dalam
benak masyarakat awam, jika proses seleksi KPU tidak berjalan secara adil maka
patut dipertanyakan apakah pemilu yang berintegritas akan dapat tercapai. Jika
pemilu berintegritas tidak dapat tercapai maka jangan diharapkan akan terpilih
pemimpin atau wakil rakyat yang baik.

Dalam hal penyelenggaraan pemilu, proses rekrutmen/seleksi selalu menjadi
sorotan publik. Proses seleksi merupakan representasi dari penyelenggaraan
pemilu dan demokrasi itu sendiri, karena dalam benak masyarakat awam, jika
proses seleksi KPU tidak berjalan secara adil maka patut dipertanyakan apakah
pemilu yang berintegritas akan dapat tercapai. Jika pemilu berintegritas tidak
dapat tercapai maka jangan diharapkan akan terpilih pemimpin atau wakil rakyat
yang baik. Adapun yang dimaksud dengan seleksi calon Komisioner KPU adalah
suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penjaringan, penyaringan, pemilihan
dan penetapan calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
(Sedarmayanti, 2016). Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 6 ayat (6) Peraturan
KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan akhir masa jabatan (AMJ) Anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Akhir masa jabatan ditentukan berdasarkan
tanggal pelantikan sebagai Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU
Kabupaten/Kota.

Untuk pembentukan Anggota KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2014-
2019, proses rekruitmen secara terbuka melalui media massa difasilitasi oleh
Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Tahapan-tahapan seleksi Anggota KPUD

Kabupaten Pringsewu antara lain:
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a. Calon Anggota KPUD Kabupaten Pringsewu mengambil dan mengisi
formulir untuk memenuhi syarat administrasi.

b. Setelah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi diadakan tes tertulis

c. Peserta seleksi yang memenuhi syarat dan dinyatakan lolos tes tertulis
kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan tim yang
terdiri dari beberapa kalangan seperti Akademisi, Pemkab, dan Tokoh
Masyarakat.

d. Kemudian diambil 10 orang peserta yang memiliki skor terbaik, dengan
penilaian dan pertimbangan bupati. 10 orang peserta kemudian
melakukan medical checkup kesehatan untuk memenuhi kemampuan
syarat menjadi Anggota KPUD Kabupaten Pringsewu.

e. Tahap selanjutanya adalah 10 orang peserta tersebut si wawancarai
kembali yang oleh KPU Provinsi Lampung.

f. Terakhir adalah KPU Provinsi Lampung mengadakan Pleno untuk
menetapkan 5 orang terpilih untuk menjadi Anggota KPUD Kabupaten
Pringsewu.

Pelaksanaan rekrutmen/seleksi Anggota KPU dilakukan oleh Timsel.
Timsel adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan
fungsi seleksi terhadap calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

yang terdiri dari unsur akademisi, unsur profesional, dan unsur tokoh masyarakat.

4.2.3 Struktur Organisasi
Nama-nama yang ditetapkan olen KPU Provinsi Lampung yang kemudian

di sahkan dan diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Pringsewu antara lain:

Ketua

A. Andoyo

1
| | | |
Anggota Anggota Anggota Anggota
Warsito Henderi Muzzanii Agus Priyanto Sofyan Akbar Budiman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pringsewu
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Ketua KPU Kabupaten Pringsewu : Andreas Andoyo Divisi Umum, Keuangan

dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

a. Administrasi perkantoran,

b. Kearsipan,

c. Protokol dan persidangan,

d. Pengelolaan dan pelaporan BMN,

e. Kerumahtanggaan kantor,

f.Keamanan,

g. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan,
h. Logistik,

i.Pengadaan barang dan jasa.

Anggota Komisioner KPU Kabupaten Pringsewu

1) Warsito Divisi teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

a.
b.

C.

d.

Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi,

Pencalonan,

Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil
pemilu,

Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.

2) Henderi Muzanni Divisi hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

a. Pembuatan rancangan keputusan,

b. Verifikasi partai politik,
c. Verifikasi DPD,

d.Pelaporan dana kampanye,

e. Telaah hukum,
f. Advokasi hukum,
g. Sengketa hukum,

h. Dokumentasi hukum,

I. Pengawasan/pengendalian internal.
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3) Teradu/AP Divisi SDM dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas terkait
dengan kebijakan :
a. Administrasi dan rekruitmen kepegawaian,
b.Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock,
c. Diklat dan pengembangan SDM,
d.Pengembangan budaya kerja organisasi,
e. Penegakan disiplin organisasi,
f. Kampanye,
g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan,
h. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih,
i. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
4) Sofyan Akbar Divisi perencanaan dan data mempunyai tugas terkait dengan
kebijakan :
a. Penyusunan program dan anggaran,
b. Pemutakhiran data pemilih,
c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan,
d. Pengelolaan jaringan IT,
e. Scan hasil pemilu,

f.Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

4.3 Bawaslu Kabupaten Pringsewu

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang
bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung
sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.

Berdasarkan pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 DKPP
dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap Provinsi yang bersifat Ad Hoc
dan berjumlah 4 (empat) orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai TPD diatur

dalam peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah
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sebagaimana telah diubah dengan peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019.
Berdasarkan peraturan a quo, TPD terdiri atas 1 orang Anggota DKPP, 1 orang
KPU Provinsi/KIP Aceh, 1 orang Bawaslu Provinsi/Panwaslu Provinsi Aceh, dan
1 orang unsur masyarakat. Kewenangan TPD diatur dalam pasal 6 peraturan
DKPP Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor
1 Tahun 2019 yang pada pokoknya memiliki kewenangan untuk memeriksa
jajaran KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, dan pelanggaran
kode etik jajaran Ad Hoc yang dilakukan bersama-sama dengan jajaran tingkat
Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 6 ayat (2)
peraturan a quo dalam menjalankan kewenangannya TPD dapat:
a. Menghadirkan para pihak, saksi ahli, dan pihak terkait;
b. Mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang akan memberikan keterangan
dan/atau pendapat dalam sidang pemeriksaan;
c. Meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait, dan/atau pendapat
ahli;
d.Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan
dalam sidang pemeriksaan; dan
e. Meminta alat bukti dan barang bukti tambahan lainnya.

Kewajiban TPD sebagaimana diatur dalam pasal 7 peraturan a quo ialah sebagai
berikut:
a. Melaksanakan keputusan DKPP Untuk memeriksa dugaan pelanggaran
kode etik;
b.Melaksanakan proses pemeriksaan dengan prinsip cepat, terbuka dan
sederhana;
c. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang
ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara;
e.Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
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f. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan

perundang-undangan serta kode etik dan pedoman perilaku DKPP.

4.4 Pemberhentian Anggota KPU Pringsewu

Sebelum berfokus pada pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu
berdasarkan data yang di keluarkan oleh DKKP RI ada 3 (tiga) kategori
pelanggaran kode etik yang paling menjadi sorotan adalah berkaitan dengan
rekrutmen jajaran KPU yaitu sebanyak 37 pengaduan (33,9%), lalu 14 pengaduan
atau (12,8%) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta 10 pengaduan

berkaitan dengan perbuatan amoral dan pelecehan seksual atau (9,17 %).

Evaluasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu pada Tahun 2019 data

berasal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Desember 2019.

Tabel 4.1 Data Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

No Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Total Jumlah

Tahun 2019
1  Pengaduan Masuk 506 Pengaduan
2  Penyelenggara Diadukan 2467 Orang
3  Sidang Pemeriksaan 312 Kali Sidang
4  Perkara Diputus 312 Perkara
5  Status Teradu Diputus 1123 Orang

Sumber Data : DKPP RI, 2019

Data Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah pengaduan yang masuk ke
DKPP antara bulan Januari sampai dengan 5 Desember 2019 sebanyak 506
pengaduan. Dari seluruh pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara
pemilu tersebut, menyangkut 2.467 penyelenggara pemilu yang diadukan ke
DKPP. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan materiil atas seluruh
pengaduan yang masuk, maka DKPP melaksanakan Sidang Pemeriksaan
sebanyak 312 kali sidang untuk selanjutnya memutus 312 perkara.

Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaporkan ke
DKPP sepanjang Januari hingga 5 Desember 2019, adalah jajaran KPU sebanyak
1.719 orang atau 69,68 % dari jumlah penyelenggara pemilu yang diadukan ke
DKPP. Sedangkan jajaran Bawaslu sebanyak 728 orang atau sebesar 29,51 %.
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Kemudian Teradu yang bukan termasuk lain-lain/non penyelenggara pemilu
adalah sebanyak 20 orang atau sebesar 0,82 %. Untuk tingkatan penyelenggara
pemilu yang paling banyak diadukan adalah di tingkat Kabupaten/Kota baik untuk
KPU maupun Bawaslu. Dimana KPU Kabupaten/Kota diadukan sebanyak 1.240
orang atau sebesar 50,26 %, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 568 orang
atau sebesar 23,02 %.

Data yang dipublikasikan oleh DKPP RI, 2018juga menunjukan bahwa
penegakan etik penyelenggara pemilu, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu tidak hanya terbatas pada dugaan pelanggaran kode etik
yang terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada, namun termasuk dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang tidak berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan Pilkada yang telah ditentukan dalam UU Nomor 10
Tahun 2016 UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, dan
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Subbab ini membahas pengaduan dan
persidangan kode etik yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
Pilkada.

Berikut pengaduan yang diterima DKPP yang dikategorikan sebagai dugaan

pelanggaran kode etik di luar tahapan:

1. Penggunaan Narkotika
B. Penyuapan J. Penganiayaan
C. Penyalahgunaan Wewenang K.Rangkap Jabatan
D. Keberpihakan L.Tidak menjalankan Tugas

E. Berafiliasi dengan Rrtai Politik M. Rekrutmen Jajaran Bawasiu
F. Pernyataan Kontroversial N. Rekrutmen Jajaran KPU

G. Pemberhentian Ad Hoc O. Lain-lain

H. Pelecehan Seksual

Gambar 4.1 Kategori Pelanggaran Di luar Tahapan Pilkada 2018
Sumber Data : DKPP RI, 2018
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Dari data grafik di atas point L (tidak menjalankan tugas) memiliki
persentasi yang tinggi yaitu mencapai 8%, dengan kata lain banyak penyelenggara
pemilu yang tidak menjalankan tugas dan kewajibanya. Sedangkan Sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilu bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam
menyelenggarakan pemilu adalah tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di
Kabupaten/Kota;  melaksanakan  semua tahapan  penyelenggaraan  di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; membentuk PPK,
PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengoordinasikan dan mengendalikan
tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah
kerjanya; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; menyampaikan daftar pemilih
kepada KPU Provinsi.

Dalam kajian penelitian yang menyangkut Anggota KPU Kabupaten
Pringsewu dilihat dari banyaknya kasus pelaggaran yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu memungkinkan untuk ditelaah bagaimana runtut kejadian
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu/AP dilihat dari kode etik
penyelenggara pemilu berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 306/DKPP-PKE-
VI11/2018 tanggal 9 Januari 2019 yang dibacakan dalam Sidang Kode Etik terbuka
untuk umum pada tanggal 16 Januari 2019.



V1. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Faktor serta motif yang mempengaruhi pemberhentian Anggota KPU
Kabupaten Pringsewu adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Teradu/AP sebagai Anggota KPU dalam melaksanakan tugas dan
wewenang merupakan faktor utama yang menjadi alasan pemberhentian
teradu/AP sebagai Anggota KPU Kabupaten Pringsewu, serta sifat putusan
DKPP bersifat final dan mengikat. Hasil diskusi dan wawancara peneliti
dengan pihak terkait dapat disimpulkan bahwa tidak ada motif lain terkait
pemecatan Anggota KPU Kabupaten Pringsewu Teradu/AP.

2. Berdasarkan perspektif administrasi dan etika politik penyelenggara
pemilu didapatkan hasil bahwa pelaksanaan penyelenggara pemilu harus
didasarkan pada Pasal 253 UU Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 460 UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Peraturan DKPP RI No. 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu dengan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan
kredibilitas (ethics) penyelenggara pemilu (demokrasi). Upaya
membangun instansi yang adil tidak akan terwujud apabila dalam
prakteknya, pemilik kewenangan tidak memiliki kepedulian terhadap
kinerja yang dibebankan. Dalam kasus etika penyelenggara pemilu
terhadap tugas dan tanggung jawab merupakan hal mutlak yang harus di

junjung tinggi serta konsisten dalam pelaksanaan.

6.2 Saran
Adapun saran dalam penelitian ini adalah:
1. Ketika Anggota KPU itu sudah melalaikan tugas dan tanggung jawab maka
konsekuensinya adalah sanksi, sanksi itu berupa sanksi teguran, tertulis,

pemberhetian sementara, dan sanksi pemberhentian tetap.
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2.Upaya supervisi atau pengawasan yang dilakukan KPU Provinsi Lampung
dalam hal ini sudah tepat pula bahwa kita tau KPU Kabupaten/Kota itu
bawahannya KPU Provinsi yang namanya lembaga penyelenggara itu
sifatnya berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi,
KPU Pusat maka pengawasannya pun berjenjang.

3.Disamping kode etik yang sudah disusun oleh DKPP perlu juga
menyampaikan bahwa sebelum sampai DKPP seharusnya di dalam
internal KPU itu harusnya ada semacam pembinaan dan pengawasan itu
harus muncul dalam struktur penyelenggara di Kantor tersebut salah

satunya disiplin.
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